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DEFINISI RISIKO

- Australia/New Zealand (AS/NZS)4360:2004 mendefinisikan risiko sebagai “the chance of
something happening that will have an impact on objectives." (Whitfield, 2004)

- IS0 31000: 2018 mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang berdampak pada sasaran.

- PP 60 tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan risiko adalah kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi
Pemerintah.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 577/KMK.01/2019, tanggal 10 Juli 2019 Tentang
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan mendefinisikan risiko sebagai
kemungkinan terjadinya suatu peristwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran
organisasi.




RISIKO

Unsur Risiko
. Kemungkinan kejadian atau peristiwa
. Dampak atau konsekuensi_(jika terjadi, risiko akan membawa akibat atau konse-

kuensi)
. Kemungkinan kejadian {risiko masih berupa kemungkinan atau diukur dalam bentuk proba-

bilitas )
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MANA JEMEN RISIKO

Definisi

ISO 31000

Risk management refers to a
coordinated set of activities and
methods that is used to direct an
organization and to control the
many risks that can affect its
ability to achieve objectives.
(Cantino et al., 2016).

ERM COSO

Enterprise risk management is a process, effected by
an entity’s board of directors, management and
other personnel, applied in strategy setting and
across the enterprise, designed to identify potential
events that may affect the entity, and manage risk to
be within its risk appetite, to provide reasonable
assurance regarding the achievement of entity
objectives.

GIACorpu

Government Internal Audit
Corporate University

KMK 577/KMK.01/2019

proses sistematis dan terstruktur yang
didukung budaya sadar risiko untuk
mengelola risiko organisasi pada tingkat yang
dapat diterima guna memberikan keyakinan
yang memadai dalam pencapaian sasaran
organisasi, yang bertujuan untuk: a)
meningkatkan kemungkinan pencapaian visi,
misi, sasaran organisasi dan peningkatan
kinerja; dan b) melindungi dan meningkatkan
nilai tambah organisasi.

AS/NZS 4360:2004

The culture, processes and
structures that are directed
towards realizing potential
opportunities whilst managing
adverse effects. .

@
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Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Tabel 2. 1 Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN

TARGET KERANGKA PENDANAAN
KEGIATAN/INDIKATOR

NO.

SASARAN KEGIATAN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2021 2021 2021

2021

PENANGGUNG
JAWAB

1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Terwujudnya layanan
administratif dan fasilitatif
Kantor Wilayah yang
efektif dan efisien

SK7 25.099663.000 | 25810.825000 | 29620592.000

31.101.610.000

Kepala Kantor
Wilayah

Indeks kepuasan layanan
intemal di lingkungan
Kantor Wilayah

31 | 31 | 31 | 31

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

NO.

SASARAN
KEGIATAN/INDIKATOR

TARGET KERANGKA PENDANAAN

SASARAN KEGIATAN 2021 2022 | 2023 | 2024 2021 2022 2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB

5254 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

SK
13

Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan
Pemasyarakatan yang
berkualitas di Wilayah

37.731.148 39.617.705 41.598.580

43.678.520

Kepala Kantor
Wilayah

Indeks Penyelenggaraan

Pemasyarakatan di Wilayah 80

a1 82 83




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

NO.

SASARAN
KEGIATAN/INDIKATOR
SASARAN KEGIATAN

TARGET

KERANGKA PENDANAAN

2021

2022 | 2023

2024

2021

2022 2023

2024

PENANGGUNG
JAWAB

SK

Meningkatnya Pelayanan
Perawatan
Marapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan
Kualitas Hidup MNarapidana
Peserta Rehabilitasi Markotika
di Wilayah

2.291.935.589

2620512723 | 2.753.637.826

2.893.647.764

Kepala
Lapas/Rutan/LPKA

Persentase Pemenuhan
Layanan Makanan bagi
Tahanan/MNarapidana/Anak
Sesuai dengan Standar

71%

75% 80%

85%

Persentase
Tahanan/MNarapidana/Anak
Mendapatkan Layanan
Kesehatan (Preventif) secara
Berkualitas

92%

93% 94%

95%

Persentase Tahanan dan
Marapidana Perempuan (lbu
Hamil dan Menyusui)
Mendapat Akses Layanan
Kesehatan Meternal

95%

96% 97%

98%

Persentase
Tahanan/Marapidana/Anak
yang Mengalami Gangguan
Mental dapat Tertangani

60%

70% 80%

90%

Persentase
Tahanan/Marapidana Lansia
yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan sesuai Standar

75%

80% 85%

90%




BANGUNAN MANA JEMEN RISIKO GIACorpu
(ERM COSO)
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GIACorpu

Government Internal Audit

01 PRINSIP MR 1SO 31000
@,

Perbaikan a. Prinsip terintegrasi; strategis - operasional
berkelanjutan

b. Prinsip Terstruktur dan komprehensif; tujuan SMART

. Prinsip Disesuaikan; konteks internal, eksternal,
keterlibatan stakeholder dan aturan yang berlaku

Faktor Terstruktur

manusia dan
dan budaya komprehensif

. Prinsip Inklusif; pelibatan pemangku kepentingan

| . Prinsip Dinamis; mengikuti perubahan lingkungan
Informasi

terbaik yang f. Prinsip informasi terbaik yang tersedia;.historis, current
tersedia dan future

. Prinsip faktor dipengaruhi manusia dan budaya;

. Prinsip Perbaikan berkelanjutan; mengukur dan
meningkatkan maturitas MR a
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02 KERANGKA KERJAMR 1SO 31000
@,

Integrasi /

a. Integrasi; bagian yang tidak terpisahkan
Perbaikan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan
dan komitmen, strategi, sasaran dan
operasional organisasi

Kepemimpinan
dan komitmen

b. Disain; Ukuran kinerja, 3LM, Strateqi,
Anggaran, infokom

Implementasi

c. Implementasi; budaya, struktur, proses
MR

Gambar 2 - Kerangka kerja manajemen risiko d. Evaluasi; fit to purpose
e. Perbaikan berkelanjutan. «



03 PROSES MR 1SO 31000 womsecaial

l Corporate University

ESTABLISH THE CONTEXT

Pencatata n =The internal context

) =The external context
=The risk management context
=Develop criteria

d a n =Decide the structure
IDENTIFY RISK

- =What can happen? -

pelaporan “When and wheee?
*How and why?
|

v

ANALYSE RISKS
Identify existing controls

Determine Determine
likelihood consequence
ad ‘ * - —
| Determine level of risk ‘

!

EVALUATE RISKS
B =Compare against criteria ‘

MONITOR AND REVIEW

I Y

COMMUNICATE AND CONSULT
!

=Set risk priorities

Monitoring & Review

. isks | _yes |
b—"_ Treat Risks _.._-——::b- »

§
-
s
k]
B
2
3

TREAT RISKS
=Identify options
- = Assess options
=Prepare and implement
treatment plan
=Analyse and evaluate
residual risk T




Alur Pikir Penanganan Risiko

Formulasi
Opsi
1 Perlakuan

Tidak

Opsi -—

Ended

Ended |
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?

lYa

3
Patut &
Layak

Ya

Pencatatan dan
Laporan

4 Rencana
Implementasi

Opsi
Lanjutan

Implementasi

= 5 sesuai
Rencana |

6
Efektif?
‘1, Ya
4
Tidak Risk residual
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RISIKO — PENGENDALIAN: BASIC CONCEPT

Probability 5 RA = Risk Appetite
robability

R, = Risiko awal

R, = Risiko karena intervensi pengendalian

e R
Mitigatif ‘ 1
3

7’ Preventif

Impact
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AMBIL RISIKO,
MANFAATKAN
PELUANG

OPSI
PENANGANAN

Level Risiko {3

dapat Y ILANGKAN
diterima PR SIKO SUMBER RISIKO
(sesuai risk TETAP TERINFORMASI

appetite)

Jika tidak terdapat opsi penanganan, atau jika
perlakuan risiko tidak mengubah tingkat risiko, maka
risiko tersebut harus dicatat dan tetap di-monitor.

BERBAGI
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MEMBANGUN BUDAYA RISIKO

“risk culture as the norms of behavior for groups and individuals within an
organization that determine the collective ability to identify, openly discuss,
understand, and act on the organizations current and future risk’.
(HUSSAINI et al., 2018).

ACCOUNTABILITY Effective communi- Incentive; benefit
s cation and challenge dan reward




. N STRUKTUR MR (ISO 31000) GIACorpy
The lIA’s Three Lines Model

Jniversity

GOVERNING BODY

Accountability to stakeholders for organizational oversight

Governing body roles: integrity, leadership, and transparency

i 1 i 1

MANAGEMENT INTERNAL AUDIT

Actions (including managing risk) to
achieve organizational objectives

Independent assurance

First line roles: Second line roles: Third line roles:
Provision of Expertise, support, Independent and
products/services monitoring and objective assurance
to clients; challenge on and advice on all
managing risk risk-related matters matters related to

the achievement
of objectives

%
)
=
>
>
&
(=
£
=
=)
m
3
o
=
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e
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KEY:- z‘r\ Accountability, reporting .,J/ Delegation, direction, £ Alignment, communication

resources, oversight i coordination, collaboration




Komunikasi dan . : GIACorpg
konsultasi ditujukan Komunikasi dan
untuk: konsultasi

1. Menyatukan beragam keahlian
pada tiap tahap proses MR. ISO 31 000

2. Memastikan berbagai pandangan

telah dipertimbangkan dengan - Rencana komunikasi dan
memadai saat menentukan konsultasi yang sistematis,
kriteria risiko dan pengambilan terukur dan terkendali;
AR Metode komunikasi dan

. Memberikan informasi yang konsultasi yang tepat bagi
memadai untuk memfasilitasi masing-masing pemangku
pengambilan keputusan dan kepentingan; dan

pengawasan risiko.

Proses aktivitas komunikasi
dan konsultasi

4. Membangun rasa keterlibatan

dfﬂm kepemilikan di antara para terdokumentasikan sehingga
pihak yang terpengaruh dengan

. dapat ditelusuri dan dijadikan
risiko. .
rujukan. a




Langkah Komunhnikasi dan Konsultasi

1. Identifikasi serta pahami harapan pemangku kepentingan.

2. Tentukan jenis dan metode komunikasi dan konsultasi.

3. Tentukan tujuan yang spesifik dalam berkomunikasi dan konsultasi.

4. Tentukan frekuensi komunikasi dan konsultasi.

5. Tetapkan pelaksanan komunikasi dan konsultasi.




Komunikasi dan Konsultasi

Pejabat
No. Tahap Proses MR Pimpinan Es 1 Pejabat Pejabat Unit auditor
Organisasi Es 2 Es 3 MR internal
1 Persiapan I A C R C
2 Komunikasi & Konsultasi | | A R C C
3 Menentukan konteks | A R R C C
4 Assessment risiko :
Identifikasi risiko | A R R C C
Analisis risiko | A R R C C
Evaluasi risiko | A R R C C
5 Perlakuan risiko | A R R C Cc/
6 Monitoring & riview I A R R C c/
7 Pelaporan | A R R C |

R: Responsible: Siapa yang mengerjakan

A: Accountable Siapa yang membuat keputusan terakhir “YA/Tidak”
C: Consulted Siapa yang diajak konsultasi

| : Informed: Siapa yang harus diberi informasi

Exsternal
stakeholder

| RACI
MATRIK

C/

GIACorpu

Government Internal Audit
Corporate University
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Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023
. tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

/ Vb\ '\ q
b,\' ",
: <




) BadarT P'engawasan' Ke‘uangan dan Pembangunan
Deputi Bidang Investigasi

9 Petikan Pelajaran 2020- 2023 yang Menjiwai Penyusunan Perpres MRPN

Pengawasan

Migor dan Bidang

Bansos Sawit

Investigasi

] | ]

— * Jiwasraya,
. . . . . ¢  Garud
1. Perlunya satu kesatuan sasaran apa yang ingin risikonya dikelola - BUMN Karya
o . . . . .e . 0 |
ananan presioen soxowr — 2. Selera risiko pimpinan menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan tindakan ) Z?Zegzkﬂ

KESELAMATAN RAKYAT . . .
ADALAH HUKUM ” pengendalian risiko

3. Tata kelola pembangunan nasional yang baik memerlukan pengawalan sejak di
perencanaan, banyak keputusan strategis di masa lalu yang tidak terinformasi risiko dan
dampaknya baru terasa akhir-akhir ini

Perlunya kolaborasi formal untuk berbagi tanggung jawab dan sumber daya

Dengan kolaborasi, risiko bersama (shared risk) dapat dimitigasi secara lebih efektif
Banyak kasus yang menunjukkan manajemen yang abai dan belum sadar risiko
Penyesalan memang terjadi di belakang hari

Beragamnya keberadaan kerangka kerja MR yang telah diaplikasikan di KLPBUBL

Perlu IT untuk pengambilan keputusan terinformasi risiko yang cepat dan tepat

m BERANI INTEGRITAS

© N, A



KONSIDERAN

BAB Il
PEMBINAAN
MRPN

BAB |
KETENTUAN
UMUM

BAB IV
KETENTUAN
PERALIHAN

SISTEMATIKA PERPRES

BAB I
PENERAPAN
MRPN

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP



BAB 1 KETENTUAN UMUM

3 4

m
5

*  mendukung tercapainya sasaran * meningkatkan pencapaian a. terintegrasi;
pembangunan nasional; sasaran pembangunan nasional; b. terstruktur dan komprehensif;
* lebih proaktif dan antisipatif * meningkatkan  kualitas tata c. kustomisasi;
terhadap perubahan kelola penyelenggaraan negara; d. inklusif;
*  memberikan keyakinan bagi dan e. kolaboratif;
Entitas MRPN dalam * meningkatkan efektivitas sistem f. dinamis;
menghadapi ketidakpastian pengendalian intern dan g. informasi terbaik yang tersedia;
berkembangnya inovasi h. mempertimbangkan sosial dan
pelayanan publik. budaya; dan
i. perbaikan berkelanjutan.
Maksud dan tujuan mengacu pada ISO 31000 Mengacu pada 1SO 31000 dengan

tambahan ‘kolaboratif’ untuk
mengakomodasi karakterisik MRPN Linsek
Kolaborasi mencakup aspek koordinasi,

The purpose of risk management is
* the creation and protection of value (dalam bentuk meningkatnya kualitas

governansi dan pengendalian). integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
* Itimproves performance, penyelenggaraan manajemen risiko serta
* encourages innovation and agregasi dan konsolidasi risiko organisasi
« supports the achievement of objectives dan risiko lintas sektor

[ Ooikast Il BERANI [l INTEGRITAS |



BAB Il PENERAPAN MRPN

BAGIAN KESATU : UMUM

Pasal Kebijakan MRPN ini penting karena merupakan
Penerapan MRPN 6 kesempatan untuk mengoperasionalikan teori MR
ke dalam praktik MR dan

I mengkontekstualisasikan MR sesuai  kondisi
aktual

Penerapan RM didahului dengan kebjakan

Komite MRPN Pembentukan Kebijakan (ASINZS 4360:2004)

sebagai perwujdukan .
model tiga lini untuk Komite MRPN

MRPN

menjadi:
+ Badan governansi
+ Lini kedua
Kebijakan MRPN Kebijakan MRPN
Three Lines Model o . .
Organisasi Linsek
GOVERNING BODY

Kebijakan MRPN dibagi menjadi dua (organisasi dan linsek) untuk:
i * Menyesuaikan dengan kondisi aktual pengelolaam pembangunan nasional
iockoirs * Menghormati kewenangan KL Regulator
e * Menghormati yurisdiksi masing — masing entitas MRPN

KEY: Accountabity, regoring




BAB Il PENERAPAN MRPN:

BAGIAN KEDUA: KOMITE MRPN

Tugas Komite MRPN Pasal

7

menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan,
dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas
sektor untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor;
menetapkan 2 (dua) atau lebih Entitas MRPN sebagai unit pemilik
Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor;

menetapkan salah satu dari Entitas MRPN sebagaimana dimaksud
dalam huruf b sebagai Entitas MRPN Sektor Utama;

menetapkan Kerangka Kerja MRPN lintas sektor;

menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor;
melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap Kebijakan MRPN
lintas sektor;

melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern
atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor;

menyusun profil Risiko Pembangunan Nasional yang bersifat
strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang
perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Presiden;

melaporkan dan mengusulkan kepada Presiden rencana tindak
pengendalian atas risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf h; dan
menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas
sektor.

Operasionalisasi dan kontekstualisasi dari
governing body (leadership, integrity,
transparency, accountability, reporting) dan lini
kedua (keahlian, dukungan, pemantauan, dan
challenge (teguran)

Disesuaikan dengan keberadaan, tugas dan
fungsi kementerian koordinator

Penting untuk kolaborasi formal dan
pengambilan keputusan MRPN

Three Lines Model

GOVERNING BODY
Accountability to stakeholders for organizational oversight

Governing body roles: integrity, leadership, and transparency

MANAGEMENT INTERNAL AUDIT
Actions (including managing risk) to Independent assurance
achieve organizational objectives

First line roles: Second line roles: Third line roles:
Provision of Expertise, support, Independent and
p ices and objective assurance
to clients; challenge on and advice on all
managing risk risk-related matters matters related to
the achievement
of objectives

KEY: Accountability, reporting Delegation, direction, Alignment, communication
resources, oversight coordination, collaboration



BAB Il PENERAPAN MRPN:

BAGIAN KEDUA: KOMITE MRPN

Pengarah Pasal

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan;
Menko Perekonomian;
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Menko Kemaritiman dan Investasi. * Wujud dari arahan untuk sepenuhnya sesuai
Ketua dengan konstelasi / tata negara Indonesia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional . Bappenas menjadi ketua sesuai dengan

Wakil Ketua memandang SPPN sebagai regulasi / proses
1. Menteri Keuangan bisnis yang paling dekat dengan MR.

2. Menteri Dalam Negeri « BPKP tidak masuk dalam komite MRPN untuk
Sekretaris

menunjukkan independensi lini ketiga

Eselon | pada Bappenas

+ BPKP dapat berperan melalui tim pelaksana
Anggota yang dibentuk oleh Bappenas

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Desa, PDTT
4. Menteri PAN dan RB.
Tim Pelaksana Pasal Sekretariat Pasal

8 9



BAB Il PENERAPAN MRPN:

BAGIAN KETIGA: KEBIJAKAN MRPN ORGANISASI

Kebijakan MRPN
Organisasi

|

\ 4

Struktur

Kerangka Kerja

Strategi Budaya
Risiko

Kebijakan MRPN organisasi ditetapkan oleh Pimpinan Entitas
MRPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

MRPN organisasi diterapkan dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan nasional tertentu dalam lingkup tugas masing-
masing Entitas MRPN.

Pasal 10

Elemen RM menurut ISO 31000:

* Prinsip:

» Kerangka kerja

* Proses

Elemen RM menurut AS/NZ 4360 2004

* Culture

* processes

« Structures

MR Kemenkeu diimplementasikan melalui:

* pengembangan budaya sadar risiko;

* pembentukan struktur manajemen
risiko; dan

* penerapan kerangka kerja manajemen
risiko



BAB Il PENERAPAN MRPN:

BAGIAN KEEMPAT: KEBIJAKAN MRPN LINTAS SEKTOR

Pasal 11
Kebijakan MRPN

Lintas Sektor

v l v

Strategi Budaya
Risiko

Struktur Kerangka Kerja

» Diterapkan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu

* Penerapan ditetapkan oleh Komite MRPN

* Kebijakan MRPN organisasi diterapkan pada Entitas Sektor Utama dan Entitas lainnya untuk mencapai
sasaran pembangunan nasional tertentu



STRUKTUR MRPN LINTAS SEKTOR

— Unit Pemilik Risiko

Pasal 13 L5 Kementerian —
Pasal 14 K dinat
oorainator
Tugas: kOOFJlnaSE

sinkronisasi, dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan MRPN

—> KL Sektor Utama

Tugas: menetapkan petunjuk
teknis MRPN lintas sektor

Apabila BUMN menjadi Entitas
MRPN maka Kementerian BUMN
juga menjadi Entitas MRON

Unit Pengelola Risiko

pasal 15 (eselon I KL Utama)

Pengawas Lintas

—>»  Entitas MRPN Lainnya —

Tugas Pemilik Risiko:

menentukan selera
risiko

melakukan penilaian
risiko,

menetapkan profil risiko,
menetapkan RTP;
memantau dan
menganalisis perubahan
Analisi risiko

menyusun dan
menyampaikan laporan
kepada Komite MRPN.

memfasilitasi,
* mengoordinasikan,
* mengadministrasikan

* memberikan atensi dan early warning

sektor * melakukan reviu, evaluasi dan audit tujuan tertentu

Pasal 16

* melakukan penilaian maturitas MRPN lintas sektor.

Struktur MR secara umum adalah unit pemilik
risiko, unit kepatuhan, dan internal audit

Lini pertama: kemenko, KL utama, KLPBUBL
kontributor: eselon | KL Utama

Lini kedua: Komite MRPN (cq. Bappenas cq.
Tim pelaksana). (masuk dalam struktur namun
disajikan di depan)

Lini ketiga: Internal audit (BPKP, APIL KLP dan
SPI BUBL yang integratef assurance)

Three Lines Model

GOVERNING BODY
Accountability to stakeholders for organizational oversight

Governing body roles: integrity, leadership, and transparency

INTERNAL AUDIT
Independent assurance

MANAGEMENT
Actions (including managing risk) to
achieve organizational objectives

First line roles: Second line roles: Third line roles:
Provision of Expertise, support, Independent and

pi vices itoring and objective assurance
to clients; challenge on and advice on all
managing risk risk-related matters matters related to

the achievement
of objectives

KEY: Accountability, reporting Delegation, direction,
resources, oversight

Alignment, communication
coordination, collaboration



Pasal 16 : Peran BPKP sebagai Internal Auditor

Consulting

e memberikan atensi dan peringatan dini serta saran dan wawasan mendalam secara

independen dan objektif, berdasarkan informasi dan pengetahuan ilmiah yang dapat

r“nov"l-'\nn'nl Il"\ﬂi’\\ll'\"\l/’\l’\'

Assurance

e melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor;

e melakukan evaluasi atas kecukupan desain dan efektivitas penerapan kebijakan MRPN
lintas sektor;

e melakukan audit tujuan tertentu atas peristiwa risiko pada program atau prioritas
pembangunan atau proyek atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas

~albn A

Berkolaborasi dengan APIP Lain dan SPI

e menghasilkan asurans terintegrasi (integrated assurance) atas efektivitas penyelenggaraan
MRPN;

e melakukan kegiatan konsultansi manajemen risiko kepada Entitas MRPN; dan
e memanfaatkan informasi risiko yang dihasilkan untuk dapat menerapkan dan



KERANGKA KERJA MRPN LINTAS SEKTOR

Kerangka Kerja
Sistem Pasal 18
kebijakan pelaksanaan;
prosedur; dan
praktik MRPN,
Proses Pasal 19
komunikasi dan konsultasi;
penetapan konteks;
penilaian I’I?Il.(o;
perlakuan risiko; .
reviu dan pemantauan;
dokumentasi danﬁelaporan. .
pasal 20: Pelaporan —>
Evaluasi Pasal 21

dilakukan oleh Pengawas Intern Lintas
Sektor.

untuk menilai efektivitas kebijakan
MRPN lintas sektor.

memberikan masukan perbaikan
kebijakan MRPN dan meningkatkan
maturitas MRPN lintas sektor

Jenis
laporan per program lintas
sektor
laporan konsolidasi

Muatan

ikhtisar pelaksanaan
kebijakan MRPN;
profil risiko; dan
peristiwa risiko dan
penanganannya.
hasil analisis risiko

Direviu sebelum diserahkan
kepada Komite MRPN

Kerangka Kerja MR Kemenkeu:

* Perumusan sistem MR

* Proses MR

* Monitoring dan evaluasi sistem MR

Ketiga konsep “kebijakan, prosedur dan
praktik” terkandung dalam definisi proses MR
menurut ISO 31000.

Monitoring dipisahkan dari evaluasi untuk
kemudian dikeluarkan karena sudah tercakup
oleh Komite MRPN

Dengan demikian BPKP bisa masuk untuk
berperan di sisi evaluasi

Pelaporan sebagai salah satu komponen dari
proses MR diuraikan lebih jelas untuk
nantinya menjadi sasaran pengawasan
BPKP



ILUSTRASI

GOVERNANCE (G)
PSN RISK (R)
COMPLIANCE (R)

Strategic Alignment
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CONTROL? TUJUAN
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STRATEGI BUDAYA RISIKO MRPN LINTAS SEKTOR

Strategi Budaya Risiko Frase “yang kondusif bagi tercqpainya Visi, mis_i dan program Presid_en s_erta_ kon_sisten
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” merupakan operasionalisasi dari frase
Basall22idan23 “shared by a group of people with a common purpose” (ABC Risk Culture PMI)

Strategi pembangunan Budaya
Risiko lintas sektor ditetapkan oleh IRM. (2012). Risk Culture - Resources for Practitioners. London: The Institute

komite MRPN untuk mencapai of Risk Management.
Budaya Risiko yang kondusif.

Informed risk
decisions

Dealing with

Accountability Risk Resources

Transparency m

mencakup aspek:

* kepemimpinan risiko

* tata kelola, akuntabilitas, dan
transparansi;

* pemberdayaan fungsi MR dan
kompetensi SDM

* pengambilan keputusan
terinformasi risiko dan

* penghargaan atas ketepatan
pengelolaan risiko.

Risk leadership

doj au 1€ BuUO)

8JUBUIBAOD
Competency

Fig 2.4 IRM Risk Culture Aspects Model
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